SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 37 TAHUN 20135

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 23 Peraturan Daerah

Mengingat

: 1.

Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Pajak Air Tanah, Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak
Hiburan, Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel, Pasal 20
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18
Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, Pasal 23
Peraturan Daecrah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20
Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/ Sriti, Pasal
19 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
21 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan, Pasal 23
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1
Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan, Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak
Reklame, dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 16 ‘l'ahun 2013 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu
diatur Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 ‘I'ahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalitmantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);
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2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor S Tahun 2008 Tentang
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

5. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 menjadi
Undang-Undang Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
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Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1153);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5268);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Tahun 13 Tahun Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 16/PMK.03/2011
tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2007 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15
Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16
Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18
Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
2010 Nomor 18);
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21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19
Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 Nomor 19);

22, Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20
Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/ Sriti
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
2010 Nomor 20);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 21
Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010
Nomor 21);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1
Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 39);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3
Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 39);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16
Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan  pemerintahan yang  menjadi
kewenangan daerah otonom,;

3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;

4. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya
disebut dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat;
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Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan
peraturan perundangundangan;

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna
anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai
bendahara umum daerah;

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian tugas BUD;

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah
kontribusi wajib kepada pemerintah daerah yang terutang
oleg orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

Subjek Pajak adalah orang Pribadi atau Badan yang dapat
dikenakan Pajak;

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturaan Perundang-undangan perpajakan
Daerah;

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usahamaupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
usaha milik negara (BUMN), dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, keperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap;

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan Kalender
atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati
paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi
wajib pajak untuk menghitung menyetor, dan melaporkan
pajak yang terutang;

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender,
kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang
tidak sama dengan tahun kalender;

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada
suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau
dalam bagian tahun pajak sesuai dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
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Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang
telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke Kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya
jumlah pokok pajak yang terutang;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang
selanjuntnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan
Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada
Pajak yang terutang atau seharusnya tidak seharusnya
terutang;

Pemohon adalah Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak yang
melakukan permohonan pengembalian pembayaran Pajak;

Pembukuan adalah pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan
yvang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan
biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang
atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan
berupa neraca dan laopran rugi laba untuk periode Tahun
Pajak tersebut;

Penelitian adalah serangkaiangn kegiatan yang dilakukan
untuk menilai kebenaran pembayaran pajak dan pengeisian
Surat Pemberitahuan berdasarkan data perpajakan yang
dimiliki atau diperoleh Pejabat Pengelolaan Keuangan
Daerah untuk menerbitkan surat ketetapan pajak;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatau standar Pemeriksaan dan/atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan;

Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna
barang, yang juga melasanakan pengelolaan keuangan
daerah;

Pejabat Pengelolan Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala
SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;

Unit Pelaksana Pemeriksaan adalah unit yang berada di
lingkungan SKPKD yang berwenang melaksanakan
Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan Bukti
Permulaan;

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang
bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan untuk
mengajukan permintaan pembayaran;
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28. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan
SP2D;

29. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
pencairan dana oleh Bank yang diterbitkan oleh Kuasa BUD
berdasarkan SPM yang diajukan oleh pengguna
anggran/kuasa pengguna anggaran.

BAB 11
PERMOHONAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 2

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak daerah kepada Bupati.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan dengan alas an :

a. jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih
besar daripada jumlah pajak terutang; atau

b. telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya
terutang.

BAB III
TATA CARA PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 3

Untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, Wajib Pajak harus mengajukan permohonannya
secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati melalui
Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan :

fotokopi identitas Pemohon;

Surat Kuasa bagi yang diberi kuasa;

fotokopi identitas Penerima Kuasa;

SSPD asli dan/atau SSPD yang akan direstitusi;

fotokopi nomor buku rekening Wajib Pajak;

dokumen pendukung pengembalian kelebihan pajak lainnya
yang sah sesuai aspek alasan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak.

S0 Q0 o

Pasal 4

(1) Pemeriksaan berkas permohonan dilakukan oleh Tim yang
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

(2) Hasil kajian Tim disampaikan kepada pejabat yang
berwenang sebagai dasar pertimbangan untuk menerima
atau menolak permohonan Wajib Pajak.
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Keputusan menerima atau menolak permohan pengembalian
kelebihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
diterimanya permohonan setelah dianggap lengkap.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
dapat diterima.

Pasal 5

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 diterima atau dikabulkan, maka Kepala Dinas atau
pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya keputusan
pejabat yang berwenang.

Pasal 6

Dalam hal Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya,
kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan
untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dicantumkan dalam SKPDLB.

Pasal 7

Berdasarkan SKPDLB dan SPP serta bukti-bukti yang sah,
maka Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas
menerbitkan SPM kelebihan pajak dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya
SKPDLB yang kemudian diajukan kepada BUD/Kuasa BUD
untuk diterbitkan SP2D.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan
setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKPDLB, maka Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua
persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.

Dalam hal Wajib Pajak diberikan imbalan bunga
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PPKD
menerbitkan surat keputusan imbalan bunga dalam jangka
waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak
diterbitkannya SPM kelebihan pajak.

Pasal 8

Keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak sampai dengan Rp. 10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) ditetapkan oleh PPKD.
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(2) Keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak lebih dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV
PENATAUSAHAAN

Pasal 9

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan penatausahaan sebagai
berikut :

a. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang terjadi
pada tahun yang sama dengan tahun pembayaran pajak
dibebankan pada anggaran pendapatan pajak melalui
pengurangan pendapatan yang telah diterima pada tahun
anggaran berjalan; atau

b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak (termasuk
imbalan bunga) yang terjadi pada tahun sesudah tahun
pembayaran pajak dibebankan pada anggaran belanja tak
terduga dengan terlebih dahulu diterbitkan Keputusan
Bupati tentang penggunaan belanja tidak terduga untuk
pembayaran yang dimaksud.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 17 Desember 2015

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

BAMBANG PURWANTO
Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 17 Descmber 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD
MASRADIN
BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2015 NOMOR : 37

KEPALA ’

M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si
NIP. 19600429 199311 1 002



